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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Peran hakim di Pengadilan Negeri Bima ialah menyelesaikan kasus-

kasus yang diajukan padanya dan peran hakim dalam proses mediasi 

ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan PERMA 1 tahun 

2016 Pasal 2 ayat (1) tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa 

hakim dapat mengadili Pelaksanaan fungsinya harus bersifat 

mendamaikan dan tidak memutus hubungan atau kekuatan.  Hakim 

sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bima belum cukup efektif dalam 

mengupayakan perdamaian melalui mediasi hal ini bisa di lihat seberapa 

sukses kasus yang ditangani dari data yang di peroleh bahwa hanya satu 

(1) kasus yang berhasil melalui jalur mediasi dari 49 kasus. 

2. Faktor faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Bima  

a. Faktor eksternal 

Yang menghambat proses mediasi dalam faktor eksternal 

diantaranya ialah : ketidakhadiran para pihak, Perbedaan posisi dan 

kepentingan para pihak dan juga ketidak patuhan para pihak dengan 

aturan yang berlaku sehingga membuat proses mediasi tidak berjalan 

dengan semestinya.  

b. Faktor internal  

Selain faktor eksternal ada juga faktor internal yang menjadi 

penghambat dalam ketidaksuksesan mediasi diantaranya adalah: 

Kurangnya kemampuan menemukan solusi mediator harus memiliki 
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kemampuan untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang 

saling menguntungkan. Jika mediator gagal dalam hal ini, mediasi 

bisa berakhir tanpa kesepakatan dan kurangnya keterampilan 

komunikasi: Mediator yang tidak memiliki keterampilan komunikasi 

yang baik mungkin kesulitan dalam memfasilitasi dialog yang efektif 

antara pihak yang bersengketa. Ini bisa menghambat kemajuan 

mediasi.  

B. Saran  

1. Untuk mengoptimalkan peran hakim sebagai mediator di Pengadilan 

Negeri Raba Bima untuk dapat merekrut Mediator selain hakim di 

pengadilan supaya lebih efektif dan maksimal.  

2. Untuk hambatan yang didapatkan oleh mediator dalam menangani 

mediasi dapat di perhatikan lagi, sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak 

pelaksaan mediasi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan berbagai 

hambatan yang tidak di inginkan seperti dalam factor internal penulis 

berharap untuk menggunakan putra dan putri daerah Bima untuk 

dijadikan sebagai hakim dalam mediasi. Dan Mahkamah Agung harus 

memperbanyak perekrutan untuk menjadi seorang mediator di pengadilan 

yang berasal dari lulusan sarjana hukum sehingga tugas hakim tidak 

tumpah tindih dengan tugas menjadi mediator.  
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